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PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA
BERGULIR BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH.

ABSTRAK :

bahwa untuk mewujudkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah
sebagai pilar ekonomi kerakyatan untuk mendukung pembangunan
ekonomi di daerah maka keberadaannya perlu diberdayakan; dan untuk
mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan bagi usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi di Kota Magelang yang prospektif, menghasilkan,
dan menekan sekecil mungkin segala risiko, maka perlu dilakukan
penguatan permodalan dalam bentuk penyaluran dana bergulir;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 2 Tahun 2009;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan Otonomi Daerah yang
nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan
pertumbuhan perekonomian daerah, di perlukan upaya-upaya dan usaha-
usaha pemberdayaan ekonomi lokal, agar para pelaku usaha dapat mampu
mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, menciptakan
lapangan kerja yang secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu diperlukan dukungan usaha-usaha
pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi produktif
melalui penguatan modal kerja dan modal usaha oleh Pemerintah Daerah
dengan harapan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan
ekonomi daerah. Sehingga perlu diatur tatacara dan mekanisme pelaksanaan,
pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah yang
berlandaskan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, sekaligus
merupakan landasan hukum bagi setiap usaha peningkatan modal kepada
UMKM dan Koperasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dana bergulir.

Asas, Maksud, Dan Tujuan, Bentuk Dan Karakteristik Dana Bergulir, Pengelola
Dana Bergulir, Penyaluran Dana Bergulir, Penerima Dana Bergulir, Sumber
Dan Alokasi Dana Bergulir, Tata Cara Pencairan/Pengeluaran Dana Bergulir,



Penggunaan Dana Bergulir, Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Dana
Bergulir, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan
Penutup;

CATATAN : _ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2013.
— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31
Desember 2013 Nomor 12.
— Penjelasan : 3 him



